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By n NOMOR 8 TAHUN 2010
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG
Tl KANTOR BUPATI, GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EoA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

‘_-'Menirnbang";J;j{a;fjbahwa dalam rangka pembangunan Gedung Kantor Bupatr
o o Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu aten Timor
T Tengah Selatan dan Gelanggang Olah @a pefiu: dlsedlakan
. “dana; yang memadal untuk memblayan ~kegl' tan pembangunan '
© - tersebut; , :
" b. bahwa" sehubungan dengan adanya keterbatasan keuangan B
. ~Daerah, perlu_ mengalokasukan dana cadangan pembangunan
e "Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
© . Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga;
-~ c.-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat. (1) Peraturan
o ,‘j;‘Menten Dalam Negen ‘Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
-+ Pengelolaan  Keuangan - ‘Daerah sebagalmana telah diubah -
.+~ dengan Peraturai Menteri Dalam Negen Nomor. 59 Tahun 2007
. .tentang ‘Perubahan = Atas - ‘Peraturan - ‘Menteri . Dalam - Negeri -
~..~.*Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
. “Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan:; -
" d. bahwa berdasarkan pertimbangan ‘sebagaimana dimaksud dalam
- ~huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
‘tentang - Pembentukan’ Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- Kantor:. Bupatn Gedung ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
St Kabupaten Tlmor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga;

-

. "Mengingat = : v.’Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
.. " Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat! . =
<.~ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran -~
Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun 1958 Nomor. 122, Tambahan . =
' Lembaran Negara Republik lndoneqia Nomor 1655); R TEARN
:2..Undang- Undang ‘Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara SO
;=.ff_~,~Negara yang - Bersnh ‘dan Bebas dari - Korupsi,  Kolusi ‘dan s
- Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 1999
~'Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesuaif;
-~ Nomor 3851); PR
£’ 3.-Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan SR
" Negara (Lembaran_ Negara ‘Republik ' Indonesia Tahun. 2003 - .
-”:,Nomor 47, Tambaha' Lembaran Negara Repubhk Indonesna
"’;Nomor4286)"‘ ; ST e
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4 Undang Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
; . Negara * (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara - Repubhk Indonesia
 Nomor 4355); '
-5, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
. Peraturan - Perundang~undangan (Lembaran :Negara Republik
- Indonesia Tahun * 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
"~ Republik Indonesia’ Nomor 4389);
SESIE o ) Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
" Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
" Nomor- 4437) sebagalmana telah diubah beberapa ‘kali, terakhir
"-L"'dengan ‘Undang-Undang Nomor - 12 -Tahun - 2008 tentang
Gl Perubahan Kedua' atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
,_tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
" “Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara .
-~ Republik Indonesia Nomor 4844); ”

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

. .. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - =
-+ 8. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang’ Pengelolaan
- Keuangan -Daerah" (Lembaran ‘Negara  Republik Indonesia
~ Tahun 2005 Nomior 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

9.-Peraturan Pemerintah' Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
. Pembinaan” dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
.;‘ﬁ'_:ﬁDaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
- "Nomor - 165, Tambahan Lembaran Negara’ Republlk Indonesna
. ':,‘Nomor4593) Ea
~~.-10. Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
- Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
" Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
~ Negara Repubhk Indonesia- Tahun 2007 Nomor . 82 T ambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): :
.. 11. Peraturan. Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun' 2006 tentang
~ " Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah
. diubah dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 59
. Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan. Menteri- Dalam
. “Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan’
.~ . Keuangan Daerah; - o .
° 12. Peraturan Daerah’ Kabupaten Timor Tengah . elatan Nomor 18,
.. Tahun 2007 tentang - Urusan Pemerintahan yang’ Menjadi -

e iTlmorTengdh Selatan Nomor18), i i
~13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor nengah Selatan Nomor 1 .
“ = Tahun 2010 tentang ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

i "iq Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 1)

7. Undang- -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan; -

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ”_‘v“f,lf o

g ewenangan """ Pemerintahan Daerah Kabupaten ‘Timor. Tengah
Selatan. (Lembaran Daerah  Kabupaten Timor ‘Tengah - Selatan .~ -
- Tahun 2007 ‘Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ST

- ~Tahun 'Anggaran: 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor




e Dengan Persetu;uan Bersama 7’ : .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHV KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMORTENGAH SbLATAN _f . ;‘ff] TR

’M‘EMUTUSKAN

;_PERATURAN DAERAH “TENTANG PEMBENTUKAN DANA“'” 5
~ 'CADANGAN . PEMBANGUNAN (GEDUNG KANTOR - BUPATI,
- 'GEDUNG:- = 'DEWAN ' PERWAKILAN ~ RAKYAT = DAERAH '
. KABUPATEN' TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG -
_rOLAH RAGA. - | |

Mentapkan

_BAB I
KETENTUAN UMUM

:Pasal 1 o

gi-:‘-:;‘,DaIam Peraturan Daerah |n| yang dlmaksud dengan

. Daerah adalan Kabupaten Tlmor Tengah Selatan

: Pemenntah Daerah'adalah Pemerintah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan

‘ "’Bupatl adalah Bupatl Timor Tengah Selatan

" Dewan ' Perwakiian ‘Rakyat Daerah'yang selan]utnya dlsmgkat DPRD adalah"'
“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. |

- Anggaran’ Pendapatan dan ‘Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD] e
Jadalah Anggaran Pendapatanidan“ Belanja Daerah Kabupaten Tlmor Tengah S

. m .#f's»if!v —‘

i "'.'1;'_“'5Satuan kerja berangkat Daerah yang selan]utnya d\smgkat SKPD adalah Satuan‘. v
. | ,emermtahan Kabupaten Tlmor Tengah S LR

“7';-33!Dana Cadangan‘ dalah Dana yang d|S|s1hkan guna mendanal kegiatan yang

g memerlukan dana relatnf besar yang tldak dapat dipenuhi dalam satu tahun

it anggaran... :
.;;iBendahara Umum Daerah\ yang selanjutnya dlsmgkat BUD adalah Pe]abat
" Pengelola - ‘Keuangan 'Daerah | ‘yang bertmdak dalam kapasntas sebagan

'--‘-Bendahara Umum Daera s o : . : .

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

””Pasal 2

1) Dana Cadangan pembangunan Gedung Kantor Bupatl, pembangunan Gedung'};yﬂi“
'DPRD dan’ pembangunan Gelanggang Olah Raga dlbentuk dengan'Peraturan;@;_l.

: Daerah |n| g o : u i
' A(2) Tu;uan dlbentuknya dana; adangan sebagatmana dlmaksud,:- pada ayat (1) o
.. adalah_ untuk. menylapkan dana bagi pembangunan Gedung Kantor Bupat| L

. Gedung DPRD dan Gelanggang Olah Raga. - o
O (3) Dana Cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dlanggarkan pada Tahun R
i Anggara ) 2010 dan Tahun Anggaran 2011 e . i




- BAB III L '
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Sl Pasa| 3

?;.Z (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk pemblayaan pembangunan Gedung
*Kantor  Bupati, ‘Gedung :DPRD dan. Gelanggang Olah Raga sebagalmana :
e dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdln dari: . ‘
a. Pembangunan Gedung Kantor Bupatl sebesar Rp 20. 075 000. 000
b Pembangunan Gedung. DPRD sebesar Rp. 14.075.000. 000; dan -
el Pembangunan Gelanggang Olah ‘Raga sebesar Rp. 8.500.000.000. e
(2) Aloka 1% pembentukan Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
terdm dari: Gy L . e
a Tahun Anggaran 2010 o E ' '
1L Pembangunan Gedung Kantor Bupat| sebesar Rp 5 075 000 000
2 Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp 3.075.000.000; dan
3. -Pembangunan Gelanggang Olah Raga sebesar Rp 6. 000 000 000
\ T b.‘ ‘Tahun Anggaran 2011:. '
1. Pembangunan (‘edung Kantor Bupatl sebesar Rp 15 000 000 0000
B 20 Pembargunan Gedung DPRD sebesar Rp 11.000. 000 000; dan
~ﬁ;‘3_ Pembangunan Gelanggang Olah Raga sebusar Rp 2 500 000 000

\ BAB lV ]
SUMBER DANA CADANGAN

0 Pasal 4

““".Dana cadangan pembangunan Gedung Kantor Bupatl Gedung DPRD dan -

v pengeluaran tertentu berdasarkan_kketentuan peraturan perundang-undangan

. BABV.
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

\ Pasal 5

My Dana Cadangan dlbukukan dalam rekemng tersendm atas nama Dana
‘Cadangan Pemenntah Daerah yang dikelola olehBUD. .~ :
(2)'-'£fLYDana Cadangan tidak dapat digunakan untuk memblaya| program dan keglatan E:
"2 lain diluar yang telah dltetapkan dalam Peraturan Daerahini:.. .. -
,‘1,(3)] Untuk pelaksanaan program dan keglatan Dana Cadangan dlmaksud terleblh |
* 7" “dahulu dipindahbukukan | ke rekenmg BUD.. -
;,(4) ‘Pemindahbukuan sebaganman a dimaksud pada ayat (3) palmg tmggl sejumlah

‘kegiatan dalam tahun" anggaran berkenaan sesuai- dengan yang dltetapkanfﬂ

S q dalam Peraturan Daerah ini.

?*‘Gelanggang Olah Raga adalah' bersumber dari APBD kecuali Dana Alokasi Khusus, :
“ pinjaman - ‘daerah dan penerimaan lain-lain yang . penggunaannya dibatasi untuk R

~ pagu Dana ‘Cadangan .yang akan digunakan untuk . mendanal -pelaksanaan ..



(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakukan dengan
.. surat ‘perintah pemindahbukuan ‘oleh kuasa BUD atas persetujuan Pejabat
_ Pengelola Keuangan Daerah.. =~ . . et fhctuote

- (6) “Dalam ' hal progran “'dan. kegiatan . pembangunan ‘Gedung Kantor Bupati,
" Gedung DPRD dan.Gelanggang Olah Raga - telah selesai dilaksanakan dan
target kineijanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa’
‘pada rekening Dana Cadangan 'dipindahbukukan ke rekeningBUD. - .

e e A i e BABVl R e o T
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal6

(1) Pengisian Dana Cadangan |
" membidangi urusan keuangan. -0l
(2) Pengisian Dana Cadangan ‘Tahun' Anggaran 2010 dianggarkan ~dalam
"~ kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana

“(3) ' Pengelolaan Dana Cadangan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang
... kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud. . B
" (4). Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis .

© . Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan.
* PENEMPATAN DANA CADANGAN

" Dana Cadangan ditempatkan pad Bank Pemerintah yang ditetapkan lebih lfanjut
“dengan Keputusan Bupat| G, e s T T T

G PERTANGGUNGJAWABANPENGUNAAN DANACADANGAN

(1) Pada ssat pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerch  wajib

mengirimkan * rekening - koran kepada Bupati -sebagai _bukti telah  dilakukan
~ transfer ke Rekening Dana Cadangan. = = = e T T e
2) . Kepala' SKPD :yang membidangi

B :

3) - Penggu
yang kegiatannya - dﬂib‘:iray‘ai_ ; _da

perundang-undangan.

menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang

keuangan wajib membuat laporan pengisian
rf‘.‘f"Dana»Cadang‘an'ifpada’setia:pg-,‘lfahqn ‘Anggaran sebagaimana dimaksud dalam - "
" Pasal 3 ayat (2) ke‘pada}BQpati‘daﬂ‘nj‘tembusanhya‘disampafik‘an kepada DPRD.: - -

e oinaan Dhna Cadangan wajb dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD
giatann yai dari' Dana f.Cad‘éngah"Se_suéi';ketentUan;pe‘r'atUran_‘3 ;\ %



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Timor

Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pad)a taﬁggal 13 Nopember 2010

UPATI’TWOR\TENGAH SELATAN,

Diundangkan di SoE
pada tanggal 13 Nopember 2010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2010 MOMOR 8.
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A Pasal 2

| PENJELASAN
S SR ‘ATAS | |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2010

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG :
KANTOR BUPATI, GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

s 5 rQ{__KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG OLAH RAGA

”\,;}{jUMUM

-,{_ﬁfPembangunan Gedung Kantor Bupatl Gedung Dewan Perwakllan Rakyat
- Daerah Kabupaten Timor. Tengah ‘Selatan dan Gelanggang Olah Raga yang
- ?‘*representatlf adalah sebaga| upaya pelaksanaan pembangunan di-segala bidang- -
. di 'samping merupakan . ‘kebutuhan' di Daerah. yang perlu dlwu1udkan dalam
i rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemenntahan serta pelayanan
- kemasyarakatan untuk’ mewu;udkan kesejahteraan masyarakat dl Kabupaten
E »Tlmor Tengah Selatan : S :

“'Pembangunan Gedung Kantor Bupatl Gedung Dewan Perwakllan Rakyat‘

- :Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan dan Celangqang Olah Raga tersebut

o  membutuhkan pendanaan yang harus memadai agar pelaksanaan keglatan }

~* . tersebut dapat terselenggara dengan balk Namun oleh karena keterbatasan
n;f‘f'.»keuangan ‘Daerah maka" untuk menjamm terselenggarannya pembangunan :
~woLt . Gedung Kantor- Bupat| G\,dung Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten -
.~ . Timor. Tengah Selatan ‘dan_ Gelanggang ‘Olah Raga perlu dlbentuk dana
e ;-‘f;w{cadangan yang penqalokasnannya dllakukan dalam beberapa tahun anggaran o

: ?:E,;;-tiiBerdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menten Dalam Negen
" Nomor- 13 Tahun' 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral
=i;;_;;;sebaga|mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
- Tahun 2007 tentang Perubahan Atas’ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
" Tahun 2006 tentang ‘Pedoman Pengelolaan’ Keuangan Daerah, untuk mendanai
e "keglatan yang penyediaan’ dananya tidak: dapat dilakukan sekaligus dalam satu
A ..ftahun anggaran maka Pemenntah Daerah dapat membentuk dana cadangan

- ",Bertolak dan dasar pemlkiran itulah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah
' “Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang ‘Pembentukan “Dana’ Cadangan
% 'Pembangunan Gedung: Kantor - Bupat| Gedung DPRD Kabupaten Tlmor Tengah‘

' jj 'Selatan dan Gelanggang Olah Raga: T . R N ‘

~Pasal 1 . .
S Cukup Jelas.

gCukup'Jelraa e




Pasal 3

Ayat (1)
HwMa i T , .
ey "Jumlah Dana yang dlcadangan untuk Pembangunan Gedung Kantorm
.. Bupati sesuai ketentuan Pasal ini yakm sebesar Rp. 20.075.000.00
i belum: mencakup total .kebutuhan dana untuk Pembangunan Gedung
N R R f;{}]*Kantor Bupati_ yaknl sebesar Rp. 36. 000. 000.000. Untuk memenuhi
oo e total - kebutuhan - ~dana tersebut, Pemenntah “ Daerah . akan
LR ]‘g'a.'_i.mengupayakannya meIaIun “sumber pandapatan lain “yang sah
- seperti bantuani*‘fPemenntah maupun Anggaran Pendapatan ‘dan -
B fBelanja Mum| . - |

Hurufb . e L ‘
~“Jumiah Dana yang d:cadangan untuk Pembangunan Gedung DPRD
# gesual ‘ketentuan  Pasal ini' yaknl- sebesar 'Rp. 14.075. 000.000,-
- belum mencakup total kebutuhan dana untuk Pembangunan Gedung‘
.;:,j”_,.j‘aDPRD 'yakni ‘sebesar Rp. 26.000.000.000. Untuk: ‘memenuhi total
~" kebutuhan dana: tersebut Pemenntah Daerah akan mengupayakannya
R melalul sumber pandapatan lain yang sah seperti bantuan Pemenntah‘ '
' ,maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni.

Hurufc R ol ‘

“Jumlah Dana yang ducadangan untuk Pembangunan Gelanggang Olah
. Raga sesuai ketentuan Pasal ini- yakni sebesar ‘Rp. 8.500.000.000
. belum mencakup total - kebutuhan ‘dana untuk. Pembangunan

SN Gelanggang Olah Raga yakni sebesar Rp. 31:000:000.000. Untuk

.- memenuhi_ total ‘kebutuhan. dana terszbut, Pemerintah Daerah akan
-mengupayakannya melalui sumber. pandapatan lain yang sah’ sepertl
= ;gbantuan Pemenntah maupun Anggaran Pendapat dan Beianja Mumu

yat @
Cukup Jelas

E Cukup Jelas. .

o Cukup Jelas'» .

S cukup J?las-f 3

Cukup Jelas.-

;-,Pasal9 g O T
. CukupJelas. .. oo

© GTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 8.




